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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat diberikan setelah menjalani Praktek Kerja Profesi 

di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut : 

1. Dalam Praktek Kerja Profesi di apotek sebaiknya diwajibkan calon 

apoteker melakukan Home Care yaitu kunjungan terkait pelayanan 

kefarmasian ke rumah pasien terlebih geriatri. 

2. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan 

praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan 

pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa 

yang menjadi tujuan yang direncanakan. 

3. Apotek Bagiana disarankan dapat meningkatkan penggunaan Patient 

Medication Record (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada 

pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat. 
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